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Rp72,92 M Belum Dikembalikan

DONGGALA, MERCUSUAR - Kerugian
negara/daerah pada Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Donggala, selama kurun waktu
hampir 10 tahun terakhir ini, telah mencapai
Rp72,92 miliar lebih yang belum terselesaikan.

terdapat dalam 125 kasus de-
ngan berbagai latar belakang pe-

Berdasarkan laporan peman-
tauan Badan Pemeriksa Keua-

ngan (BPK) RI Perwakilan Sul-
teng atas penyelesaian kerugian
negara/daerah pada semester Il

nyebab hingga terjadinya keru-
giannegara. Penyebab pertama
kerugian daerah yang telah
mempunyai kekuatan hukum

tahun 2011, jumlah sebesar itu

tetap, sebanyak 13 kasus sebe-
sar Rp42,67 M kebih. Kerugian
ini terjadi pada 2006, dimana
terjadi kasus korupsi yang meli-
batkan sejumlah pegawai Pem-
kab Donggala, diantaranya Ke-
pala BUD Yahya. Jumlah Rp45,67
M ini akan bertambah lagi Rp3
M menjadi Rp45 M lebih jika
dimasukkan kasus penggelapan
pajak di Dinas Permukiman dan
Penataan Wilayah pada 2008
yang dilakukan bendahara

pembantu M. Syafar

Penyebab kerugian yang ke-
dua, masih dalam proses pe-
nyelesaian pembebanan seba-
nyak 54 kasus Rp3,32 M lebih.
Sementara penyebab ketiga, ke-
rugian daerah yang masih

berupa informasi sebanyak 50

kasus sebesar Rp23,92 M.
Inspektur Inspektorat Kabu-
paten Donggala, Aidil Noor di
Kantor Bupati Donggala, Senin
(27/2) membenarkan adanya
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hasil pemantauan BPK ini. Ia
menjelaskan dari tiga penyebab
kerugian itu, yang pertama seni-
lai Rp45,67 M lebih terbilang su-
lit untuk diselesaikan. Karena
sebagian besar telah berkekua-
tan hukum tetap. Sehingga jika

diharapkan para oknum yang

telah divonis penjara untuk me-
ngembalikan jumlah uang yang
dimaksud terbilang sulit
terealisasi.

Namun untuk dua penyebab
lainnya, yang berjumlah
Rp27,24 M lebih masih terbuka
peluang untuk dikembalikan ke
kas negera/daerah. Karena para
pejabat yang bertanggungjawab
pada kerugian itu, sebagian be-
sar masih aktif menjadi PNS di
Kabupaten Donggala, termasuk
sebagian yang dimutasi menjadi
PNS di Kabupaten Sigi. “Majelis
TPTGR memberi waktu kepada
para pejabat untuk menyelesai-
kannya hingga 5 Maret 2012,"
ujar Aidil tanpa mau menyebut-
kan nama-nama pejabat yang
dimaksud.

Jika para pejabat yang dimak-
sud itu tidak juga menyelesaikan
hingga batas waktu yang telah
ditentukan, langkah pertama
yang akan dilakukan dengan ca-
ramelimpahkannya kepada pe-
ngacara negara, dalam hal ini pi-
hak kejaksaan untuk membantu
penagihannya hingga proses
hukum. “Kami juga berencana
mempublikasikan nama-nama
mereka disejumlah media,”
tutupnya. Hip










